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ORINEWS.id – Berikut sosok Yu Hao, Warga Negara Asing (WNA)
asal China yang sedang menjadi bahan perbincangan.

WNA China itu sebelumnya terlibat kasus pencurian 774 kilogram
emas  dengan  modus  tambang  ilegal  di  wilayah  Kabupaten
Ketapang,  Kalimantan  Barat  (Kalbar).

Akibat kelakuan Yu Hao, negara rugi hingga Rp 1,020 triliun.

Kerugian itu berasal dari cadangan emas yang hilang sebanyak
774,27 kilogram dan perak sebanyak 937,7 kilogram.

Terbaru Yu Hao divonis bebas oleh Pengadilan Tinggi Pontianak
terkait kasus ini.

Dikutip  dari  website  Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara
(SIPP)  Pengadilan  Negeri  Ketapang,  ia  lahir  di  Provinsi
Shaanxi, China pada 3 September 1975 silam

Yu Hao saat divonis bebas berumur 50 tahun.

Ia menempuh pendidikan di tanah kelahirannya dengan jenjang
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terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA).

Singkat ceritanya, Yu Hao datang ke Indonesia.

Ia tinggal di Perumahan The Green Park Blok C No. 20 Jalan
Panglima Ain Gang Tekem, Pontianak, Kalimantan Barat.

Yu Hao tercatat sebagai pemilik perusahaan PU ER RUI HAO LAO
WU YOU XIAN GONG SI.

Dirinya  lalu  melakukan  kegiatan  penambangan  dengan  cara
pengangkutan,  pengolahan,  pemurnian,  pengangkutan  dan
penjualan emas secara ilegal.

Lokasi penambangan berada di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga
Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi
Kalimantan Barat.

Yu Hao dalam kasus ini juga berstatus sebagai kontraktor di PT
Sultan Rafli Mandiri (PT.SRM).

Dirangkum dari sipp.pn-ketapang.go.id, kasus mulai terbongkar
saat seorang saksi bernama Dr. Yuli Sulistiyohadi, S.T., M.Si
melaporkan Yu Hao ke Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Ditjen Minerba Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) 
pada tangga 7 Mei 2024 lalu.

PPNS  Ditjen  Minerba  selanjutnya  melakukan  serangkaian
penyelidikan lalu ditingkatkan penyidikan terhadap aktivitas
Yu Hao.

Adapun modus Yu Hao adalah memanfaatkan lubang tambang yang
masih  dalam  masa  pemeliharaan  di  wilayah  Izin  Usaha
Pertambangan  (IUP)  milik  dua  perusahaan  swasta  lokal.

Dua perusahaan itu, yaitu PT BRT dan PT SPM, tak memiliki
persetujuan untuk produksi dalam kurun waktu 2024-2026.

Di  wilayah  IUP  itulah   Yu  Hao  melakukan  penambangan.  Ia
menggunakan bahan peledak untuk menggali dan mengolah bijih



emas dalam terowongan.

Hasilnya, pemurnian emas dari upaya tersebut kemudian diangkut
keluar dalam bentuk emas doré.

Terungkap  volume  batuan  bijih  emas  sudah  tergali  sebanyak
2.6887,4 m3.

Diketahui  juga,  dalam  wilayah  IUP  itu,  terdapat  kemajuan
lubang tambang dengan total panjang 1.648,3 meter dan volume
total tunnel adalah 4.467,2 m3, dikutip dari laman ESDM.go.id.

Yu Hao kemudian diseret ke persidangan di Pengadilan Negeri
Ketapang.

Dalam sidang vonis, Yu Hao bersalah dan menjatuhkan vonis
hukuman penjara selama 3,5 tahun serta denda sebesar Rp 30
miliar.

Terdakwa dituduh melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,  dengan
tuntutan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 50 miliar.

Jika denda tidak dibayar, terdakwa akan dikenakan kurungan
selama  enam  bulan,  dikurangi  masa  penangkapan  dan/atau
penahanan yang telah dijalani.

Yu  Hao  kemudian  mengajukan  banding  di  Pengadilan  Tinggi
Pontianak.

Hakim memvonis bebas pada 10 Oktober 2024 kemarin.

Ketua  Majelis  Hakim  Isnurul  S  Arif  menilai,  Yu  Hao  tidak
terbukti  secara  sah  bersalah  melakukan  tindak  pidana
penambangan  tanpa  izin.

Menanggapi vonis tersebut,  Kejaksaan Negeri Ketapang akan
mengajukan kasasi.

Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Ketapang, Panter Rivay



Sinambela mengkonfirmasi hal tersebut.

“Iya betul, kita wajib kasasi,” kata Panter,” dikutip dari
Kompas.com.

Rangkuman dakwaan
Berikut rangkuman dakwaan di PN Ketapang dikutip dari sipp.pn-
ketapang.go.id:

Terdakwa Yu Hao melakukan aktivitas penambangan pada
tambang bawah tanahnya PT SRM yang sejak tahun 2021
belum memiliki persetujuan RKAB;

Bahwa Terdakwa Yu Hao bekerja di lokasi tersebut tanpa
adanya kontrak langsung dengan PT SRM, tetapi Terdakwa
Yu Hao berkontrak dengan Saudara Li Chang Jin yang
merupakan Pemilik Saham mayoritas di PT SRM, tetapi
tidak tercatat sebagai pemilik saham PT SRM di dalam
data Minerba One Data Indonesia (MODI);

Bahwa berdasarkan keterangan yang dikumpulkan dari para
pekerja yang menjadi bawahan Terdakwa Yu Hao didapatkan
keterangan bahwa semua aktifitas di dalam terowongan
dikomandoi oleh Terdakwa Yu Hao;

Bahwa berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh tenaga
survey yang kita siapkan, diketahui bahwa lubang
terowongan yang ada pada lokasi PT SRM sudah melewati
batas IUP sekitar +300 meter ke arah utara;

Bahwa perusahaan yang digunakan Terdakwa Yu Hao untuk
berkontrak dengan Saudara Li Chang Jin tidak memiliki
IUJP dan tidak terdaftar di Indonesia;

Bahwa berdasarkan keterangan para pekerja dan Terdakwa
Yu Hao diketahui, yaitu gaji pekerja dibayarkan langsung
oleh Saudara Li Chang jin langsung dari Australia dan
bukan oleh PT SRM.Bahwa benar telah terjadi Tindak
Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara terjadi



setidak-tidaknya dilakukan pada waktu/ kurun waktu bulan
Februari Tahun 2024 sampai dengan bulan Mei Tahun 2024
di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan
Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan
Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara dengan cara memanfaatkan terowongan yang ada
dalam WIUP PT Sultan Rafli Mandiri yang berada dalam
status perawatan/maintenance untuk melakukan kegiatan
penambangan tanpa izin dimana kegiatan tersebut telah
melewati batas wilayah izin usaha pertambangan PT Sultan
Rafli Mandiri menuju ke wilayah koridor sejauh 40,2478
meter (antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Sultan
Rafli Mandiri dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT
Bukit Belawan Tujuh), dan Wilayah PT Bukit Belawan Tujuh
sejauh 356,9941 meter.

Bahwa Terdakwa Yu Hao berdasarkan alat bukti yang ada,
diduga keras sebagai Terdakwa tindak pidana tersebut
yang terjadi pada bulan februari tahun 2024 sampai
dengan bulan mei tahun 2024 di Dusun Pemuatan Batu, Desa
Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten
Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa Yu Hao yang melakukan
penambangan tanpa izin Kerugian negara atas hilangnya
cadangan emas dan perak sekitar Rp. 1.020.622.071.358,-
(satu triliun dua puluh milyar enam ratus dua puluh dua
juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh delapan
rupiah) berdasarkan Keterangan Ahli Competent Person
Sumber Daya dan Cadangan di Dusun Pemuatan Batu, Desa
Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten
Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga Terdakwa
Yu Hao dapat dimintai mempertanggung jawabkan
perbuatannya tersebut.

Perbuatan Terdakwa Yu Hao sebagaimana diatur dan diancam



dengan pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.[]


